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A. Situasi Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Indonesia 
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B. PRTA dalam Kerangka HAM
1. Konvensi Hak Anak/KHA  (1989)
 merupakan instrumen Hukum Hak Asasi Manusia yang sui generis  mengatur anak sebagai subyek yang dilekati hak-hak asasi yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik khas anak-anak. KHA dibuat untuk mengatasi keterbatasan ruang lingkup dan cakupan instrumen The Bill of Rights yang ketentuan-ketentuan  bersifat umum dan ditujukan bagi semua manusia.

2. Anak-anak yang terpaksa bekerja  dalam perspektif KHA dikategorikan sebagai  anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need of special protection/CNSP). Anak yang terpaksa pekerja dalam terminologi Hukum Hak Asasi Manusia Internasional disebut dengan pekerja anak (child labour).
3. Anak dalam situasi khusus (childern in need of special protection/CNSP) berdasarkan   interpretasi hukum  Komite Hak Anak PBB terdapat  4 (empat) kelompok yaitu:
 
· Anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency), yakni pengungsi anak (children refugee) baik pengungsi lintas negara maupun pengungsi dalam negeri (internally displaced people)
 dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata (children in situation of armed conflict)

· Anak dalam situasi eksploitasi, meliputi eksplotasi ekonomi
, penyalahgunaan obat (drug abuse)
, eksplotasi seksual
, perdagangan anak (trafficking)
, dan ekploitasi bentuk lainnya

· Anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the  Law)

· Anak yang berasal dari masyarakat adat dan kelompok minoritas (children from indigenous people and minorities).

4. Secara umum pekerja anak merujuk pada pengertian anak yang melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya.    Menurut Konvensi ILO istilah ini diterapkan pada: (i) semua anak di bawah umur 18 tahun termasuk bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak; (ii) semua  anak di bawah umur 12 tahun yang telah terlibat dalam aktivitas ekonomi; dan (iii) semua anak berumur antara 12-14 tahun yang melakukan pekerjaan yang  berat. ILO mendefinisikan pekerjaan yang ringan sebagai pekerjaan yang tidak membahayakan kesehatan anak atau perkembangan dan  tidak menghalangi anak tersebut untuk sekolah atau pelatihan keterampilan.
 Namun demikian terdapat bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh seorang anak.  Pekerjaan ini menurut Konvensi ILO 182
 disebut the worst forms of child labour.

5. Negara berdasarkan Konvensi ILO 182 diberikan kewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Kiteria untuk menetapkan bentuk pekerjaan terburuk  antara lain:

· Kerja yang menyebabkan terjadinya penganiayaan fisik, psikis atau seksual

· Kerja di lingkungan yang berbahaya dan tidak sehat

· Jam kerja yang panjang dan kerja malam.

6. Merujuk pada pengelompokan tersebut maka PRTA dapat dikualifikasikan sebagai anak  dalam situasi tereksploitasi.   Dalam konteks ini, ILO mendefinisikan PRTA atau pekerja domestik sebagai seseorang yang melakukan pekerjaan rumah tangga dalam ranah rumah tangga (privat) dan mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut. Sedangkan   pekerja domestik anak (child domestic worker) dimaknai sebagai seorang yang masih berusia di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan pada rumah tangga orang lain, mengasuh anak, dan mejadi pesuruh serta tugas-tugas yang lainnya. Selain itu   pekerja domestik  anak juga  terisolasi dari hubungan keluarganya, kontrol yang sangat kuat dari majikan, jam kerja yang panjang dengan atau tanpa upah, sehingga mengakibatkan hilangnya perolehan nutrisi, kesempatan pendidikan, dan  tidak mendapatkan dukungan emosional.   Akibat lebih jauh anak tersebut berpotensi menjadi obyek kekerasan secara fisik, emosional, dan seksual.
 

7. Sementara menurut José Maria Ramirez-Machado  bahwa PRT merupakan bentuk pekerjaan dengan elemen-elemen sebagai berikut:

· Tempat kerjanya adalah sebuah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga;

· Pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsungnya, kepala rumah tangga; PRT langsung di bawah otoritasnya,

· Pekerjaan dilakukan secara reguler dan dilakukan dengan  cara yang terus-menerus, dan 

· Pekerjaanya  tidak    berkaitan dengan uang dari kegiatan yang dilakukannya

· Pekerjaan yang dilakukannya akan diberi renumerasi baik dengan uang tunai atau dengan bentuk lainnya

· Pekerjaan yang dilakukannya sangat   beraneka ragam

8. Selanjutnya pekerja domestik anak menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan bentuk pekerja anak lainnya:

· Pekerja domestik anak berkaitan dengan status yang paling rendah, ketiadaan regulasi, upah yang paling rendah diantara pekerjaan yang lain apakah dilakukan oleh anak ataupun dewasa, dan upahnya selalu di bawah upah yang distandarkan (UMR);

· Status yang demikian rendah muncul karena terdapatnya anggapan atau perspektif bahwa untuk melakukan pekerjaan ini sama sekali tidak dibutuhkan keahlian apapun;

· Pada umumnya pekerja doemstik anak di bawah pengawasan yang sangat ketat dari sang majikan sehingga waktu bebas yang dimilikinya sangat sedikit;

· Sebagian besar pekerja domestik anak didominasi oleh anak perempuan sehingga rawan mengalami kekekarasan maupun penyalahgunaan seksual

· Kebanyakan malah tidak mendapatkan upah atau upah tersebut diberikan kepada orang tuanya atau pihak-pihak lain seperti agen

· Kehilangan pengawasan dari keluarganya dan sangat sedikit memiliki peluang untuk bergaul dengan teman sebaya

Di samping itu pekerja domestik anak akan selalu ada karena permintaan terhadapnya selalu ada.  Dengan kata lain anak perempuan akan selalu dalam hukum pasar permintaan dan penawaran  Kecenderungannya permintaan tersebut akan semakin tinggi karena  upah anak akan lebih kecil dibanding upah bagi pekerja domestik dewasa.

9. Lebih jauh, anak yang bekerja sebagai pekerja domestik karena situasi dan kondisi pekerjaannya berpotensi dan berisiko kehilangan hak-hak asasi yang melekat padanya sebagaimana dijamin dalam KHA seperti: 

· hak untuk   dirawat oleh orang tuanya (pasal 7)

· hak untuk mempertahankan   hubungan keluarga  (pasal 8)

· hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua (pasal 9)

· hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 13)

· hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (Pasal 27)

· hak anak atas pendidikan  berdasarkan kesempatan yang sama (pasal 28)

· hak atas istitahat, bermain, dan rekreasi (pasal 31)

· hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan, membahayakan kesehatan   atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya (pasal 34)

· Hak anak atas perlindungan  dari  penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun (pasal 35)

· Hak anak atas perlindungan dari   dijadikannya  sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan (pasal 37)

10. Kemudian apabila ditelisik lebih mendalam kondisi   anak yang  tereksploitasi dalam lingkup rumah tangga,    mendekati  hal-hal berikut:

· Kerja paksa (forced labour):
Suatu kondisi di mana anak bekerja  di sebuah rumah tangga dan dipekerjakan secara paksa yang  dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan atau penghukuman,

· Perbudakan domestik (domestic Servitude) 
Praktek-praktek perbudakan yang terpaksa banyak dilakukan oleh anak-anak khususnya anak perempuan tersembunyi dalam istilah pelayan rumah tangga  (domestic servant) atau penjaga rumah   (housekeeper). 
  

Perbudakan dalam Hukum Internasional mencakup berbagai hubungan kerja yang menghambat kebebasan seseorang.
C. Instrumen Hukum HAM yang Memberikan Perlindungan  terhadap PRTA

C.1. Perlindungan Hukum HAM Internasional terhadap PRTA

11. Melihat karakteristik di atas, seperangkat instrumen hukum HAM internasional dapat dijadikan pijakan untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja domestik anak dari situasi yang mengeksploitasi dirinya. Instrumen hukum HAM internasional yang memberikan perlindungan diantaranya sebagai berikut:

· Deklarasi Universal HAM

Pasal 25 :

Anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus  

· Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik

Pasal 8

Tidak seorangpun boleh diperbudak dan dipaksa dalam memberikan pelayanan

Pasal 24

Setiap anak harus mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi oleh keluarga, masyarakat, dan negara

· Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya
   

Pasal 10

Negara harus memberikan perlindungan terhadap anak dan kaum muda (remaja) dari eksploitasi ekonomi

· Konvensi Hak Anak 

Pasal 32

Negara  mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan   pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya dengan cara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan    terutama untuk:

· Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;

· Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;

· Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini


Pasal 36

Negara  harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.
· Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Pasal 2

· Larangan melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan negara bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan untuk menghapus dikriminasi terhadap perempuan melalui konsitusi, hukum, dan tindakan lainnya.
· Larangan diskriminasi tersebut mencakup pula wilayah privat dan publik  

· Perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi harus dilakukan juga oleh setiap orang, organisasi, atau perusahaan 
· Konvensi ILO 138, 1973 tentang Usia Minimum
  
Pasal 3 

Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dan melakukan pekerjaan yang sifatnya atau kondisi di mana pekerjaan tersebut dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan moralitas tidak boleh kurang dari 18 tahun. 
· Konvensi ILO 182, 1999 tentang Bentuk Terburuk Pekerja Anak
Pasal 3

· Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam situasi konflik bersenjata. 

· Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno. 

· Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran  anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk perdagangan obat-obatan sebagaiman diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan.  

· Pekerjaan yang sifat dan keadaan tempatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak

C.2. Perlindungan Hukum Terhadap PRTA Menurut Hukum HAM Nasional 

12. Pada dasarnya ketika suatu negara   meratifikasi suatu perjanjian internasional  maka negara tersebut berkewajiban secara yuridis untuk mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian   tersebut.    Dalam konteks perlindungan anak dari tindakan yang eksploitatif   Pemerintah Republik Indonesia (RI) setelah meratifikasi   KHA dan 2 (dua) Konvensi ILO.  Oleh karenanya Pemerintah RI mengundangkan beberapa UU yang secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anak.   Pengundangan tersebut merupakan pengejawantahan  ketentuan  Pasal 4 KHA    menyatakan   bahwa :

Negara akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkuan semaksimum mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia. 

13. Beberapa peraturan perundang-undangan yang  terkait dengan   perlindungan anak dari eksplotasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata atau dikenal dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagai anak dapat ditunjukkan pada   tabel berikut.
	Undang-Undang
	Pasal yang Mengatur 

	UUD 1945
	Pasal 28B ayat (2); Pasal 28D ayat (2)

	UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 
	Pasal 20 ayat (1), (2); Pasal 38 ayat (4); Pasal 49 ayat (2);  Pasal 58 ayat (1), (2); Pasal 64

	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


	Pasal 59; Pasal 60; Pasal 61; Pasal 62; Pasal 63; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69 dan untuk sanksi pasal-pasal 77 s.d. 90

	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
	Pasal 68; Pasal 69; Pasal 70; Pasal 71; Pasal 72; Pasal 73; Pasal 74; dan Pasal 75 dan 183 (sanksi)

	UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

	Pasal 2; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 9; Pasal 44 ayat (1),(2) (sanksi); Pasal 49 (sanksi)


14. UU No. 23 Tahun 2004 temtamh  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Kemudian Pasal 2 undang-undang ini mengkategorikan pekerja domestik anak sebagai subyek hukum yang harus dilindungi dari tindak pidana    kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal ini ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga mencakup:

	· Suami, isteri, dan anak;
· Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinann, pesusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau 
· Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



C.3. Perlindungan Hukum HAM Internasional terhadap  PRTA  yang Menjadi Korban Tindak Pidana

15. Setiap korban tindak pidana memiliki peran yang krusial dalam  pelaksanaan sistem peradilan pidana.  Melalui laporan korban kepada institusi kepolisian suatu tindak pidana dapat dilakukan investigasi melalui tindakan penyidikan dan penyelidikan. Kemudian korban juga  berperan dalam penuntutan bahkan sampai pada  proses pengadilan. 

16. Korban dimaknai sebagai  seseorang baik sebagai individu maupun kelompok yang mengalami kerugian, termasuk luka secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, …

17. Dalam konteks anak sebagai korban tindak pidana, mengingat kerentan anak maka anak   membutuhkan perlindungan yang bersifat khusus sesuai dengan karakeristik anak berdasarkan umur, tingkat kematangan, dan kebutuhan khususnya.  Oleh karena  dalam  Petunjuk Keadilan Bagi Anak sebagai Korban  dan Saksi   Tindak Pidana   (Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime) mendefinisikan anak  sebagai korban dan saksi suatu kejahatan sebagai anak dan remaja di bawah usia 18 tahun yang menjadi korban atau saksi dari suatu tindak pidana tanpa memperhatikan  peran mereka dalam tindak pidana tersebut atau  dinyatakan sebagai pelaku dalam tuntutan atau  bagian dari kelompok pelaku tindak kejahatan tersebut.
  
18. Perlakuan terhadap anak korban tindak pidana menurut Petunjuk  Keadilan Bagi Anak sebagai Korban  dan Saksi   Tindak Pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam KHA sebagai berikut:

· Prinsip penghormatan terhadap martabat anak
· Prinsip non diskriminasi

· Prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
 


19. Berdasarkan Petunjuk Keadilan Bagi Anak sebagai Korban  dan Saksi   Tindak Pidana,  anak korban tindak pidana berhak untuk mendapatkan:

· Perlakuan yang menghormati martabat dan   perasaan anak

· Perlindungan dari tindakan  diskriminatif

· Mendapatkan informasi

· Mengemukakan pandangan dan didengar 

· Mendapatkan bantuan/pendampingan  yang efektif 

· Perlindungan atas kerahasiaan (privasi)

· Perlindungan dari proses peradilan pidana yang sulit

· Mendapatkan jaminan keselamatan 

· Mendapatkan pemulihan 

· Memperoleh upaya  pencegahan secara khusus.

20. Perlakuan khusus bagi anak korban tindak pidana yang diatur dalam Petunjuk tersebut, apabila ditarik lebih jauh berasal dari ketentuan  Pasal 39 KHA yang menetapkan kewajiban sebagai berikut:

Negara harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis dan integrasi sosial   seorang anak yang... menjadi korban  eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan... Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

C.4. Perlindungan Hukum HAM Nasional terhadap Anak  yang Menjadi Korban Tindak Pidana

21. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT,  kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan  dan  terhadap anak yang  menjadi korban tindak pidana  terdapat 3 (tiga) tindakan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu:

· Memberikan perlindungan dan keamanan secara fisik kepada korban

· Mengkoordinasikan dukungan sistem rujukan kepada korban

· Melakukan penahaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut

22. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dapat diketemukan pada:

· UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

· UU No. 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

· UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

23. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindung Anak menyatakan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus diberikan kepada …  anak yang berhadapan dengan hukum,  anak yang dieksploitasi secara ekonomi,  anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental...(Pasal 1 angka 15). Kewajiban tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 59 yang menyatakan bahwa:
Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada ... anak yang berhadapan dengan hukum,  anak tereksploitasi secara ekonomi, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.

Selanjutnya Pasal 69 menyatakan bahwa anak korban kekerasan membutuhkan perlindungan khusus melalui upaya:

· penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

· pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

24. Pasal 64 membagi 2 (dua) kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

· Anak yang berkonflik dengan hukum  

· Anak korban tindak pidana  
Perlindungan khusus bagi anak korban tindak dielaborasi lebih jauh pada ayat (3) sebagai berikut:

· upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;   

· upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;   

· pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan   

· pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.   
25. Perlindungan terhadap korban tindak pidana juga dapat merujuk pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban menurut undang-undang ini didefinisikan sebagai:
Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan melalui:

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 5).

26. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 10 yang mencakup:
· perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

· pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

· penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

· pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

· pelayanan bimbingan rohani

27. Sementara menurut ketentuan Pasal 2 dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan diberikan  dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam undang-undang yang sama,  korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2). Adapun hak-hak korban diatur dalam Pasal 5 yang mencakup:
· memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

· ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
· memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah;

· bebas dari pertanyaan yang menjerat;

· mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

· mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

· mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

· mendapat identitas baru;

· mendapatkan tempat kediaman baru;

· memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

· mendapat nasihat hukum; dan/atau

· memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
C.4. Kualifikasi Tindak Pidana dan Ancaman Pidana

28. Dalam hukum pida, terdapat tindak pidana yang dapat dikonstruksikan dalam kasus PRTA yang menjadi korban oleh tindakan majikannya. Seringkali tindak pidana yang dilakukan oleh majikan  dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang  terkait dengan tindak pidana ini antara lain:
· KUHP

Pasal 351 sampai dengan 356 KUHP mengatur tentang penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan berat; penganiayaan ringan; penganiayaan dengan rencana; dan terdapat pemberatan hukum berupa penambahan 1/3 hukuman pidana  

· UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

KUHP   hanya mengatur  jenis kekerasan secara fisik belum  mengakomodasi bentuk kekerasan lain seperti kekerasan psikis, seksual dan kekerasan berdimensi ekonomi.  Di samping itu,  definisi kekerasan dalam rumah tangga tidak dikenal dalam  KUHP termasuk jenis dan lingkup kekerasan,  Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang berbeda dengan kekerasan pada umumnya karena lokus, pelaku dan korban  terikat pertalian keluarga atau dalam lingkup sebuah rumah tangga.
   Undang-undang ini mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai :
Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga
Adapun yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga Pasal 4 meliputi:
· suami, isteri, dan anak;
· orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
· orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Kemudian Pasal 5 mengelaborasi jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi  kekerasan fisik,  kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Kekerasan yang dialami korban dapat merujuk pada 2 pasal sebagai berikut:
· Pasal 6 yang menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah:

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

· Pasal 7 menyebutkan bahwa  kekerasan psikis     adalah 

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Ancaman pidana yang dikenakan padanya diatur dalam pasal-pasal berikut:

· Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
· Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
· UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selain UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dapat dipergunakan untuk  menghukum pelaku kekerasan terhadap korban karena tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana. Pasal 70 menegaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan. Ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dicantumkan pada:

· Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).  
D. KESIMPULAN

29. Hukum HAM Internasional dan Nasional memberikan perlindungan hukum kepada anak yang terpaksa bekerja menjadi  PRTA.  Instrumen Hukum HAM  memberikan jaminan perlindungan secara khusus sesuai dengan karakteristik PRTA. 
30. Kasus yang seringkali menimpa PRTA  adalah tindak pidana penganiayaan dan kekerasan terhadap anak.   Peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dengan kualifikasi tersebut antara lain:
· Penganiayaan menurut KUHP

· Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

· Kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 


Menurut penelitian ILO  pada tahun 2002, ada sekitar 2,6 juta PRT di Indonesia,dan mayoritas dari mereka adalah perempuan dan anak perempuan  (gadis muda).  Sekitar sepertiga PRT adalah gadis muda di bawah umur 18 tahun ( Amnesty International Pebruari 2007).


Menurut National Project Officer ILO berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2006, jumlah anak di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perikanan, sektor alas kaki dan sektor lain kini telah mencapai 2,6 juta (Harian Seputar Indonesia, 1 Mei 2007)








Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak mendefiniskannya sebagai berikut:


Segala bentuk perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon, dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja termasuk pengerahan anak secara paksa untuk dimanfaatkan dalam situasi konflik bersenjata. 


Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan porno. 


Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran  anak untuk kegiatan terlarang khususnya untuk perdagangan obat-obatan sebagaiman diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan.  


Pekerjaan yang sifat dan keadaan tempatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak





Pasal 32 KHA





Negara  mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan   pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya dengan cara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan





Perlakuan terhadap anak korban tindak pidana menurut Petunjuk  Keadilan Bagi Anak sebagai Korban  dan Saksi   Tindak Pidana harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam KHA sebagai berikut:





Prinsip penghormatan terhadap martabat anak


Prinsip non diskriminasi


Prinsip kepentingan terbaik bagi anak








�   Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan Keppres No. 36 Tahun 1990


�   Lihat Overview of the reporting procedured : 24/10/94 CRC/C/33


�    Lihat Pasal 22 KHA


�    Lihat Pasal 38 KHA


�    Lihat Pasal 32 KHA


�    Lihat Pasal 33 KHA


�    Lihat Pasal 34 KHA


�   Lihat pasal 35 KHA


�   Lihat Pasal 36 KHA


�   Lihat Pasal 37, 39, dan 40 KHA


�   Lihat Pasal 30 KHA


�  UNICEF, Child Labour Resource Guide Executive Summary, The United Kingdom Committee for UNICEF, tanpa tahun


�   Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan   UU No. 1 Tahun 2000





�   RWG-CL, Menggalang Tindakan Menentang Bnetuk Pekerjaan Terburuk Pekerja Anak, 2002


�  D. Lakshmi Rani & Manabendranath Roy, CHILD DOMESTIC WORK : Report on the Legal position of Child Domestic Workers in India, Socio Legal Information Centre & Save The Children, 2005





� José Maria Ramirez-Machado, Domestic work, conditions of work and employment: A legal perspective, International Labour Organization 2003


�  D. Lakshmi Rani &  Mr. Manabendranath Roy, op.cit 


�  UNICEF, Child Labour Resource Guide Executive Summary, op.cit





�  Beverly Witwer, Child Slavery,   The University of Iowa Center for Human Rights.   2004 





�  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan   UU No. 12 Tahun 2006


�  Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan   UU No. 11 Tahun 2005


�   Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan   UU No. 7 Tahun 1984


�   Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dengan   UU No. 20 Tahun 1999


�   Bandingkan dengan definis kekerasan menurut Deklarasi PBB tentang Eliminasi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan gangguan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman adanya tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, apakah itu terjadi di publik ataupun dalam kehidupan pribadi





�  Definisi  menurut Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power)


� Lihat Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime, International Bureau for Children’s Rights (IBCR), tanpa tahun 


�  Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime, ibid


�  Guidelines on Justice for Child Victims and Witnesses of Crime, ibid.  Perlindungan senada juga diatur dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Kekuasaan bahwa korban berhak untuk: (i) mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang adil; (ii) pemulihan; (iii) kompensasi; dan (iv) pendampingan 





� John Ashcroft, Deborah J. Daniels, & John W. Gillis, First Response to Victims of Crime: A Handbook for Law Enforcement Officers on How To Approach and Help, OVC Resource Center, 2001


� Faqihuddin Abdul Kodir & Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta, Komnas Perempuan, 2008








 

